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ABSTRAK 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI 

KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA DAN 

THAILAND. 
 

Oleh : 

TRI SARTIKA ASIH 

50 2016 001 
  

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun 

internasioal yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Penyalahgunaan 

narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, dan sikap dalam 

bermasyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika telah mengancam bangsa dan 

masyarakat tertentu sehinga menjadi suatu kejahatan terorganisasi ataupun 

transnasional. Rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana 

pengaturan yang digunakan untuk memberantas peredaran gelap narkotika di 

Indonesia dan Thailand? 2) apakah pengaturan tersebut sudah cukup untuk 

memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia dan Thailand? Adapun tujuan 

penelitian ini untuk: 1) untuk mengetahui pengaturan apa yang dipakai untuk 

memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia dan Thailand. 2) untuk 

mengetahui keefektivan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia dan 

Thailand. Metode penelitian ini merupakan pendekatan normatif.  

Narkotika sendiri sudah menyebar luas di berbagai negara yang dimana 

terdapat dikawasan Asia terutama negara Thailand sangat pesat peredaran gelap 

narkotika dan terdapat banyak orang yang menyalahgunakan narkotika tersebut. 

Dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, 

kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam 

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersedian, pencegah dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 

prekursor dan adiktif lainnya.  

Kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pengaturan yang digunakan dalam 

pemberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap 

penyalahgunaan narkotika, yang berupa orang perorangan maupun badan hukum 

(korporasi). Thailand dalam hal tindak pidana narkotika pencegahan dan 

pemberantasan narkotika adalah The Narcotics Act B.E.2522 (A.D.1979) melarang 

dan memberikan hukuman pidana bagi penyalahgunaan narkotika baik individu 

ataupun kelompok jaringan narkotika. Pemberantas peredaran gelap narkotika dari 

kedua negara Indonesia dan Thailand belum menunjukkan dan membuktikan 

keefektivan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, 

karna masih banyak bandar narkoba yang menyebar luas dalam negeri maupun luar 

negeri dan bagi pengguna obat-obat terlarang juga semakin meningkat. Kejahatan 

yang luar biasa ini sudah menjadi kejahatan global yang banyak merenggut korban-

korban yang terjerat kasus narkotika. 

Kata Kunci : Narkotika, Kejahatan Transnasional, Indonesia, Thailand 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Narkoba adalah istilah yang kita kenal sehari-hari yang artinya 

Narkotika dan Obat Berbahaya lainnya. Sebelum menggunakan istilah narkoba 

terdapat juga istilah lain seperti NAPZA yang berarti Narkotika, Psikotropika 

dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia, 

jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan 

kematian. Narkoba sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas yang 

dapat menyebabkan fisik, psikis dan sebagainya. 

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika, merumuskan “Ketergantungan Narkotika adalah 

kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara 

terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang 

sama dan  apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-

tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. 

 Banyak cara yang digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan 

pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai atau pengedar dalam 

ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat.1  

 Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat 

dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, 

banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu 

                                                           
1Pransiska Novita Eleanora, 2011, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha 

Pencegahan dan Penanggulangannya (suatu tinajauan teoritis), Jurnal Hukum Fakultas Hukum 

UNISSULA Vol 2 No 1, hlm 5. 
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beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di 

jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang 

buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan 

masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat 

narkotika.2 

 

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah 

merambah di seluruh Indonesia bahkan di negara lainnya, terutama peredaran 

narkoba di Asia Tenggara, karna terdapat banyak peredar narkotika dan 

prekursor narkotika. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para 

sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi di impor namun 

pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. 

Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian 

tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.  

Adapun modus-modus  tersebut contohnya swallow (telan), modus 

penyelundupan falseconcealment (menyembunyikan narkotika di dalam 

barang), seperti kasus penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Bali 

belum lama ini, yaitu tepatnya pada 30 dan 31 Januari 2019 lalu. 

Penindakan masing-masing dilakukan di Terminal kedatangan 

Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Terminal Kargo 

Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.3  

 

Sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus 

membanjiri wilayah Indonesia. Berbagai jenis narkotika dalam berbagai 

bentuk dan cara pemakaian telah beredar dengan sedemikian cepatnya di 

negara kita. Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur 

dari waktu ke waktu. Menjadi masalah ialah, maraknya pengkonsumsi 

narkotika tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda.4 

 

                                                           
2 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013.  Narkotika, Psikotropika dan gangguan 

jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm, 2. 
3Kompasiana, 2019. Narkoba sebagai Kejahatan Internasional. Diakses dari 

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com.amp.tatamara/5c7559b36ddcae0cac4dbfe5/

narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. 
4 Romeal Abdalla.  Narkotika Dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja. hlm, 13. 

 

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com.amp.tatamara/5c7559b36ddcae0cac4dbfe5/narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional
https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com.amp.tatamara/5c7559b36ddcae0cac4dbfe5/narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional
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Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah 

satu negara tujuan dari peredaran narkotika tersebut. Tindakan 

penyelundupana narkotika tersebut terus menerus terjadi bahkan 

penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara atau modus-modus agar tidak 

mudah diketahui. 

 Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (International 

Crime), kejahatan yang terorganisir (Organize Crime), mempunyai 

jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah 

menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak 

negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba 

tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini.5 

 

Kejahatan terorganisasi transnasional adalah kejahatan yang terjadi di 

lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja 

lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.6 

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, 

didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan 

korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara.7 

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-

obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global terjadi hampir 

di seluruh dunia. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan 

                                                           
5 Soedjono A, 2000, Patologi Sosial, Bandung: Alumni,  hlm, 41. 
6 Makarao, Moh. Taufik, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia,  hlm, 

6. 
7 Bayu Puji Harianto, 2018, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di 

Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1, hlm, 202. 
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terhadap negara yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja 

sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba. 

Maraknya kasus penyelundupan narkotika yang terjadi saat ini. 

Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan 

narkoba, salah satu penyebabnya adalah Indonesia di anggap great 

marketand good price. Hal tersebut menjelaskan terungkap saat Badan 

Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan terhadap seorang 

tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Negara Thailand. Tersangka 

itu menyampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dan memiliki harga 

yang tinggi untuk perdagangan narkotika. Besarnya populasi Indonesia 

menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial perdagangan narkotika.8 

  

Penyelundupan penyalahgunaan narkotika terdapat di beberapa negara 

yang dimana negara Thailand sangat pesat pengedaran obat-obatan narkotika 

yang mengakibatkan tersangka pengedaran narkotika tersebut dari Indonesia 

dan negara lainnya, tidak hanya itu, perdagangan gelap penyalahgunaan 

narkotika sebagai kejahatan transnasional semakin meninggkat dan sangat luar 

biasa menguntungkan mereka bagi pengedar narkoba tersebut. 

Penal Code of Thailand Narcotics Act Chapter 12 Section 65 

merumuskan, “Setiap orang yang memproduksi, mengimpor atau mengekspor 

Narkotika Kategori I di pelanggaran Bagian 15 akan dikenakan hukuman 

penjara seumur hidup dan denda satu juta hingga lima juta baht.” 

Sistem hukum Thailand memang memberikan apresiasi tinggi kepada 

terdakwa yang mengakui kesalahannya atau menyatakan plead guilty. Jika 

terdakwa mengaku bersalah, maka tuntutan ancaman hukuman dapat 

dikurangi. Selain mengakui kesalahannya, terdakwa juga bisa diturunkan 

hukumannya bila menjadi justice collaborator untuk membongkar 

kejahatan yang lebih besar. Ini dikenal dengan konsep plea bargain 

(menegosiasikan tuntutan). Sedangkan di Indonesia terdakwa bisa 

                                                           
8Indra Rukinana, 2014, Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana 

Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Vol  2, hlm, 2. 
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menggunakan  “hak menyangkal” sebagaimana hukum yang berlaku di 

Indonesia.9 

 

Perkembangan saat ini merujuk pada praktik, hukum pidana 

internasional memiliki arti yang luas. Otto Triffterer, mengemukakan bahwa 

Hukum Pidana Internasional termasuk sejumlah ketentuan internasional yang 

menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum 

internasional.10 

Penyalahgunaan perdagangan gelap narkoba dibeberapa negara 

mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai 

suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau 

aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial 

hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. 

Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap 

negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis human 

security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial 

karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan 

negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika.11 

 

Dari latar belakang di atas kemudian menarik Peneliti untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaturan Hukum Tindak 

Pidana Narkotika Sebagaia Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia 

dan Thailand 

                                                           
9http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54ffd92041695/ini-cara-kbri-thailand-

selamatkan-wni-terancam-hukuman-mati, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB 

 10Otto Trifferef,  2006, Penjelasan Tentang Undang-Undang Hukum Internasional, Pada 

Edisi Kedua : C.H. Beck, Heart, hlm, 22 
11Romli Atmasasmita, 1997, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem 

Hukum Pidana Indoneia, Bnadung: Citra Aditiya Bakti, hlm, 23 

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54ffd92041695/ini-cara-kbri-thailand-selamatkan-wni-terancam-hukuman-mati
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54ffd92041695/ini-cara-kbri-thailand-selamatkan-wni-terancam-hukuman-mati
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini, adalah : 

1. Bagaimana pengaturan yang digunakan untuk memberantas peredaran 

gelap narkotika di Negara Indonesia dan Thailand ? 

2. Apakah  pengaturan tersebut sudah cukup untuk memberantas peredaran 

gelap narkotika di Negara Indonesia dan Thailand ? 

  

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap perbandingan hukum tindak pidana narkotika. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana narkotika dari 

kedua negara tersebut dan mengetahui pemberantasan peredaran gelap 

narkotika di negara indonesia dan thailand.  

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan 

teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus 

merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

 

  

D. Kerangka Konseptual 
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Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang 

lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari konsep 

ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada 

tinjauan pustaka atau bisa dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan pustaka 

yang dihubungkan dengan garis sesuai variable yang diteliti : 

1. Pengaturan Hukum  : Cara dimana warga negara diatur oleh 

aturan hukum dan bukan dengan kekuatan 

orang lain. 

2. Tindak Pidana  : Menentukan perbuatan apa yang dilarang 

dan temasuk ke dalam tindak pidana, serta 

menentukan hukuman apa yang dapat  

dijatuhkan. 

3. Narkotika    : Obat-obatan atau bahan yang berbahaya dan  

         dapat merusak fisik dan psikis. 

4. Kejahatan Transnasional : Kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas 

perbatasan negara dan melibatkan 

kelompok atau jaringan yang bekerja di 

lebih dari satu negara untuk merencanakan 

dan melaksanakan bisnis ilegal. 

 

E. Metode Penelitian  
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Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri norma-norma 

hukum dari berbagai aspek perkara pidana yang berdasarkan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penal Code Of Thailand,  dan asas-

asas hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriftif (menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesa. 

1. Sifat dan Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang 

meliputi penelitian tentang perbandingan hukum dan aspek teori hukum. 

Pada umumnya penelitian bersifat deskriptif, karena Penulis 

menggambarkan hasil dari lapororan penelitian mengenai narkotika sebagai 

kejahatan transnasional. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penal Code Of Thailand. 

b) Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak 

pidana narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan 

sebagainya. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, 
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kamus hukum, majalah jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang 

yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang 

diperlukan dalam penulisan ini. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data yakni Library 

research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan 

perundangan-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai 

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam hal ini. 

4. Analisis Data 

Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif yang digunakan 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui motode yang bersifat 

deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh 

dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan proposal skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan proposal skripsi ini 

secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab I : Pendahuluan 
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Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan 

tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dimulai dengan konsep 

umum tindak pidana, kejahatan transnasional, kejahatan narkotika, 

dan narkotika sebagai tindak pidana. 

Bab III : Pembahasan 

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus 

menguraikan hukum yang diteliti mengenai pengaturan narkotika 

dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di negara indonesia 

dan thailand. 

Bab IV : Penutup 

Berisikan kesimpulan dan saran. 
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